'PEMERINTAH PROPINS! SULAWESI TENGAH

¢ SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP.{0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU- 94111 - TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH :

. NOMOR : 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR -
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG

Menimbang :

Mengingat

- - DI OPERASIKAN DI AIR .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

‘bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Ballk Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2010, periu renetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

: 1, Undang ~ Undang ‘Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan’

Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang - Undang Nomor 2
‘Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
‘mengubah Undang ~ Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat T Sulawesi Utara — Tengah dan -
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan — Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang —
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor
2687) ; ' : , : '

. Undang ~ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentand Pemerintahan Daerah
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~ - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
- . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; -
-3, Undang ~ ‘Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

‘dan Retribusi Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

.. 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesua

- Nomor 5049}; - :

4. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 75 Tahun 2010 tentang
- Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
_ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2_001 '
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di
Atas Air (Lembaran Daerah. Propinsi Sulawe5| Tengah Tahun- 2001

" Nomor 5 Seri A Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Propmsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air’

" (Lembaran Daerah Propinsi Sulawe5| Tengah Tahun 2001 Nomor 5
Seri ANomor 2} ; ~ - .

" MEMUTUSKAN :

.Menetapkan : PERATURAN ~ GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN - DASAR.

PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR .

-BABY =
KE'I'ENTUAN UMU_M

Pasal 1

: Dalam Peraturan Gubernur ini,yang dimaksud dengan ;

1.
2.
3.

Daerah adatah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

‘Gubernur adatah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pajak Daerah, ‘yang selanjutnya disebut paJak “adalah kontribusi waJ:b kepada
daerah yang’ terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa-
berdasarkan Undang- Undang, dengan - tidak’ mendapatkan imbalan - secara

langsung dan digunakan untuk keperluan ‘daerah bagu sebesar—besarnya _
‘kemakmuran rakyat. :

Pajak Kendaraan Bermotor selan]utnya d;smgkat PKB adalah ‘pajak - atas
kepemilikan dan/a'aau penguasaan kendaraan bermotor.
Harga Pasaran Umum selanjutnya d:s:ngkat HPU adalah harga rata -rata yang

-d:peroleh dari berbagal sumber data yang akurat,
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(1)
- {dua) unsur pokok:
. a. NIKB; dan

b. bobot yang mencerminkan secara reiatlf tmgkat kerusakan - }alan dan/atau

(2
(3)

| (4)..

. Bea Balik Nama Kendaraan -‘Bermaotor selanjutnya dismgkat BBN KB adalah pajak '

atas penyerahan hak milik kendaraan: bermotor sebagai aklbat perjanjian dua
pihak atau perbuatan seplhak atau keadaan yang terjadi karena jual beh, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya dssmgkat NIKB adalah nilai yang

diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor
sebagaimana tercantum dalam Tabe! Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
SubJek Pajak adalah orang pnbadr atau badan yang dapat dlkenakan pajak.

-BAB I :
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAB BEBN-KB'

_ Baglan Kesatu

- Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang D:operamkan

Di Air dan Alat-AIat Berat dan Alat»Alat Besar .

Pasal 2 C
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perka!tan dari 2

penicemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor,

*_NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dftetapkan berdasarkan HPU.

atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember 2009,

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-

faktor. '

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas jumiah sumbu/as roda kendaraan
bermotor ;

b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, vang dibedakan menurut solar,
bensm, gas, listrik tenaga surya, atau jenis bahan bakar lamnya dan -

C. Jenls, penggunaan, tashun pembuatan, dan ciri-ciri- mesin  kendaraan
bermotor yang drbedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi
sifinder. _ _

Bobot sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai benkut

a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus; sepeda
motor dan seJenlsnya serta alat-alat berat dan alat—alat besar sebesar 1
(satu); dan. .

b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).
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- Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagalména dlmaksud dalam Pasat 2 ayat (1) tercantum pada
.. pada kolom 8 lampiran I dan merupakan baglan yang tidak terpfsahkan dengan
__Peraturan Gubernur ini. . .

(1)
(2)

(1)
(2)

®
@

ey
)

@)

(1)

’ Pasal 4
NJKB sebaglmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) duadlkan dasar pengenaan

BBN-KB.

NIKB sebagimana. d:maksud pada ayat (1) tercantum pada koiom 6 Lampiran I
dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan dengan Peraturan Gubernur |n|

' Pasal 5 '
Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk kendaraan '
bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk
kendaraan bermotor angkutan umum orang drtetapkan sebesar 60% (enam puluh
persen)..

Dasar pengenaan PKB sebaga:mana dlmaksud dafam Pasal 4 untuk kendaraan
bermotor angkutan umurn barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen). -

Dasar pengenaan BBN-KB sebagarmané dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk

kendaraan bermaotor angkutan umum - barang datetapkan sebesar 70% (tUJuh

puluh persen).

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

'NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB d;tetapkan

berdasarkan hasil penjumiahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terp[sahkan
dengan Peraturan Gubernur ini.

Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Gubernur.

: | - Bagian Ketiga
Kendaraan BerrhotorYang Dioperasil_(an Di Air

~Pasal 7

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kenclaraan bermotor'.

yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilal jual
rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
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(2)

3

(4)

o

(2)

ey

(2)

(1)

@

(1)

NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang
dioperastkan di air pada minggu pertama bulan Desember 2009. o

Nilai jual rangka /hogy kendaraan bermotor yang - dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor
(GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umum rangka
[ body. : : . o : '

Nilal jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda / Aorse
powerdan umur motor. : ’ : - '

: : : Pasal 8 '
Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body,
yaity o o . - :
a. kayu; S '

b.  serat, fber, karet, dan sejenisnyza ; dan
c. besl, baja, ferrocement, dan séjenisnya. S .
Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan

berdasarkan fungsi: _ . ,
a  angkutan penumpang dan/atau barang;
penangkap ikan; - i R

b..
... pengerukan ; dan
d.

pesiar, olahraga atau rekreasi.

_ _  Pasal 9 7 - _
NIKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud

‘pads Pasal 8 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB' untuk
-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. ‘ :

Dasar pengenaan PKB dan BBN,—KB,uhtuk.kendaraan bermotor yang dioperasikan
di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran i1 dan
merupakan baglan yang 'tidak_ terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini,

: Pasal 10 _ :
Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-afat besar ditetapkan berdasarkan
NIKB alat-alat berat dan alat-alat besar, - ' ' :

NIKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagalmana dimaksud pade ayat (1)
ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada
minggu pertama bulan Desember tahun 2009. '

N | . pasal 11 |
Nilai jual slat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-aiat berat.
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(2) Dasar pengenaan PKB dan BBN KB untuk alat-alat berat dan -alat-alat besar
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan
‘merupakan bagian yang tidak terpisahkan d.engan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tambahan Lampiran

: " Pasal 12 e
(1) Pengh[tungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan
- alat-alat besar yang jenls, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur Ini, ditetapkan lebih fanjut dengan Keputusan
Gubernur sebagai Tambahan Lampiran Peraturan Gubermnur ini-dengan mengacu
. kepada -Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur
- Jenderal Bina Administ’rasi KeUangan'Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri,

(2) 'Penghltungan dasar pengenaan PKB dan BBN- KB untuk Kendaraan Bermoator
yang’ dloperaSlkan di air yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran .
© Peraturan. Gubernur Ini, ditetapkan lebih fanjut dengan Keputusan Gubernur -
- sebagai Tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini’ dengan mengacu kepada

Keputusan Menterl Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina
Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menter Dalam Negeri,

BAB 111 - '
PERUBAHAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR

. : Pasal 13 '
_Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi (bukan umum) menjadi “kendaraan

bermotor angkutan umum harus memenuhl persyaratan izin usaha angkutan dan/atau
- izin trayek .

. BAB IV
' KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Gubernur inl mutai berfaku :
a. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 . tentang Penghitungan Dasar -
: Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air ; dan : .
“b. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 Tentang - Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Bahk Nama Kendaraan :

_ Bermotor (BBN-KB);
‘dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

o - Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provm5| Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palur
pada tanggal

~ GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU
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